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A B S T R A C T 
 
Accountability and transparency of government agencies are an essential part to 
creating good governance. This research was conducted to determine the effect of 
management commitment and legislative mandate (regulation) on accountability and 
transparency in government agencies (SKPD) regency/city in the special region of 
Yogyakarta. This research is a quantitative study with the population are covering all 
government organization employees in Yogyakarta. The sampling technique is using 
a purposive sampling method with specific criteria. The hypothesis was testing using 
SEM-PLS. Analysis of research data involved 120 officials of all SKPD in Yogyakarta. 
The study shows that commitment to management has a significant effect on ac-
countability and transparency. Regulation has a significant effect on transparency 
but does not affect the accountability of government agencies. 
Keywords: commitment of management, legislative mandate, transparency, account-

ability 
 
Akuntabilitas dan transparansi instansi pemerintah merupakan bagian yang penting 
dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang apik. Penelitian ini dilakukan 
untuk mengetahui pengaruh komitmen manajemen dan mandat legislatif (regulasi) 
terhadap akuntabilitas dan transparansi pada SKPD kabupaten/kota di Daerah Is-
timewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan populasi 
penelitian meliputi seluruh pejabat SKPD kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yog-
yakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling 
dengan kriteria tertentu. Hipotesis diuji menggunakan SEM-PLS. Penelitian melibat-
kan 120 pejabat SKPD kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil ana-
lisis menunjukkan bahwa komitmen manajemen berpengaruh signifikan terhadap 
akuntabilitas dan transparansi. Regulasi berpengaruh signifikan terhadap trans-
paransi, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas. 
Kata kunci: komitmen manajemen, mandat legislatif, transparansi, akuntabilitas  

PENDAHULUAN 

Kedaulatan suatu daerah di Indonesia 

mengakibatkan munculnya minat masyara-

kat  yang melonjak tinggi terkait dengan 

meningkatnya permohonan tata kelola 

pemerintahan yang apik (good govern-

ment). Otonomi daerah yang terjadi di In-

donesia menjadi salah satu bagian dari 

good governance dengan sasaran agar kese-

jahteraan masyarakat dapat dilakukan 

secara optimal melalui pemberdayaan po-

tensi yang ada (Wahyuni, 2015). Dalam pe-

rudang-undangan terdapat peraturan 

pemerintah daerah yang telah menye-

rahkan hak, wewenang, dan kewajiban pa-

da setiap daerah otonom untuk mengatur 

serta mengurus operasional organisasinya 

secara mandiri begitu juga dengan kepent-

ingan masyarakat (Noprizal, Rusli Tanjung, 

& Hariyani, 2017; Sukmawati & Nurfitriani, 

2019). Transparasi dan akuntabilitas meru-

pakan prinsip penting bagi pemerintah un-

tuk mewujudkan good governance 

(Susanto, Anggraeni & Rachmawati, 2015; 

Budiarto & Indarti, 2019). 

Transparansi dan akuntabilitas in-

stansi pemerintah masih menjadi salah sa-

tu persoalan yang diperbincangkan dan 

dipertanyakan oleh publik karena sebagian 

besar pemerintah daerah masih memiliki 

tingkat akuntabilitas dan transparansi yang 

terbilang rendah (Akbar, Pilcher & Perrin, 

2012; Ritonga & Syahrir, 2017; Ridha & 

Basuki, 2012). Oleh karena itu, sebagai ben-
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tuk tanggung jawab pemerintah dalam 

mewujudkan pembaharuan birokrasi mau-

pun pembaharuan di bidang tata kelola 

secara finansial, pemerintah mengeluarkan 

peraturan tentang Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP 

merupakan wujud pertanggungjawaban 

pemerintah kepada masyarakat terhadap 

keberhasilan pelaksanaan program mau-

pun kegiatan. 

Pemerintah disebut memiliki tata kel-

ola yang baik (good governance) jika se-

luruh aktivitasnya dilakukan secara trans-

paran dan akuntabel. Keterbukaan/kebeba-

san seluruh masyarakat luas mencakup 

informasi yang berhubungan dengan aktivi-

tas pemerintah daerah baik dari segi keu-

angan, program, maupun pengambilan 

keputusan yang disebut sebagai trans-

paransi. Terbentuknya transparansi didasar

-kan pada kebebasan dalam mencapai in-

formasi yang dibutuhkan secara langsung 

bagi setiap individu yang berkaitan dengan 

kepentingan publik (Pratolo, 2008). Akunta-

bilitas merupakan bentuk dari per-

tanggungjawaban baik secara finansial 

maupun ketaatan pada peraturan yang ber-

laku. Akuntabilitas merupakan salah satu 

kunci dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik (Akbar, 2018; Her-

mansyah et al., 2018). Oleh karena itu, 

transparansi dan akuntabilitas merupakan 

prinsip keterbukaan yang memungkinkan 

masyarakat dapat memperoleh informasi 

mengenai pengelolaan keuangan daerah. 

Transparansi dan akuntabilitas juga meru-

pakan bentuk perwujudan dari per-

tanggungjawaban atas pengendalian sum-

ber daya yang dimiliki untuk mewujudkan 

tujuan organisasi (Masyhur, Haerdi & Silfi, 

2011). 

Realita yang selama ini terjadi terkait 

transparansi dan akuntabilitas instansi 

pemerintah masih memberikan hasil yang 

bersifat semu, relatif bias dan masih diper-

tanyakan (Ahyaruddin & Akbar, 2017). Ke-

cenderungan instansi pemerintah dalam 

memberikan laporan kinerja lebih me-

nutupi program yang tidak tercapai dan 

menyajikan laporan kinerja yang sudah 

sesuai secara berlebihan. Laporan yang 

dipublikasikan selanjutnya  dapat  mem-

berikan informasi yang menyesatkan pub-

lik sehingga dapat mengakibatkan pan-

dangan publik kepada instansi pemerintah 

berlebihan (Ahyaruddin & Akbar, 2016).  

Upaya pemerintah dalam menghasil-

kan pemerintahan yang ‘bersih’ sebagai 

upaya untuk memenuhi kehendak masyar-

kat luas atas akuntabilitas dan transparansi 

diimplementasikan pada Sistem Akuntabili-

tas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan 

sebagai output-nya ialah LAKIP (Yusrianti & 

Safitri, 2015). Namun, organisasi pemerin-

tah melaporkan LAKIP sebagai pelaporan 

akuntabilitas kinerja hanya sekedar for-

malitas untuk memenuhi ketetapan regu-

lasi agar memperoleh dukungan kuat baik 

dari segi politik maupun legitimasi 

(Ahyaruddin & Akbar, 2017).  

Untuk mewujudkan tata kelola yang 

baik dalam organisasi diperlukan komit-

men seluruh anggota termasuk pimpinan 

atau manajemen (Sihaloho & Supriono, 

2013). Komitmen manajemen adalah keteri-

katan emosional dan bentuk kesetiaan oleh 

para anggota organisasi. Komitmen mana-

jemen sangat penting bagi organisasi kare-

na adanya keterlibatan anggota dalam 

memberikan perhatian, ide, dan tanggung 

jawab untuk mencapai visi, misi, dan value 

organisasi. Komitmen manajemen memiliki 

dampak positif pada akuntabilitas baik di 

dalam maupun di luar instansi pemerintah 

(Akbar et al., 2012; Primarisanti & Akbar, 

2015). Semakin tinggi komitmen mana-

jemen dalam mematuhi serta menjalankan 

peraturan dan prosedur yang telah diten-

tukan oleh setiap organisasi maka 

keterbukaan pelaporan keuangan akan se-

makin nyata (Noprizal et al., 2017). 

Pemerintah telah diwajibkan untuk mem-

berikan keterbukaan informasi melalui UU 

Keterbukaan Informasi Publik agar tercipta 

transparansi informasi kepada masyarakat 

mengenai penyelenggaraan negara oleh 

pemerintah (Nurdiansyah, 2016). 

Penelitian ini menarik untuk dil-

akukan karena Pertama, pelaporan akunta-

bilitas yang dibuat hanya sekedar formali-

tas yang digunakan untuk memenuhi pera-

turan pemerintah serta terjadi kinerja yang 

semu (Nurkhamid, 2008). Kedua, akuntabil-

itas kinerja instansi pemerintah bersifat 

kompleks dan bervariasi, sehingga menjadi 

sulit diukur dan masih diperdebatkan 
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(Demirag & Khadaroo, 2011). Ketiga, Adan-

ya regulasi dari pemerintah pusat yang 

tumpang tindih dan bahkan menimbulkan 

polemik antara aturan yang satu dengan 

lainnya (Ahyaruddin & Akbar, 2017). Keem-

pat, Penelitian yang menghubungkan anta-

ra komitmen transparansi dengan akunta-

bilitas secara struktural masih belum ban-

yak dilakukan. 

Penelitian ini dilakukan di kabupaten 

dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta 

(DIY) karena berdasarkan temuan 

penelitian sebelumnya Ahyaruddin & Akbar 

(2017) tingkat akuntabilitas di DIY tidak 

menunjukkan arah kinerja yang efisien. 

Selain itu penelitian ini berbeda dengan 

penelitian sebelumnya Noprizal et al. 

(2017); Pramita & Khikmah (2016); Ridha & 

Basuki (2012); Sihaloho & Supriono, (2013) 

yang meneliti pengaruh komitmen mana-

jemen terhadap transparansi. Penelitian 

lain Ahyaruddin & Akbar (2018); Ahyarud-

din & Akbar (2017) mencoba menghub-

ungkan antara komitmen manajemen 

dengan akuntabilitas sementara Pratolo 

(2008) menguji hubungan antara trans-

paransi dengan akuntabilitas. Penelitian ini 

mengembangkan hasil-hasil riset sebe-

lumnya dengan menguji hubungan masing-

masing variabel secara struktural untuk 

melihat pengaruh langsung secara simul-

tan. 

Selanjutnya penelitian ini terbagi da-

lam empat bagian, bagian pertama adalah 

pendahuluan, kemudian dilanjutkan 

dengan landasan teori dan hipotesis. Pada 

bagian ketiga dan keempat adalah metode 

penelitian dan hasil dan pembahasan. Pada 

bagian akhir penelitian adalah kesimpulan 

dan saran untuk penelitian selanjutnya.  

 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEM-

BANGAN HIPOTESIS 

Teori Institusional 

Teori institusional memiliki gagasan yang 

menjelaskan tentang struktur organisasi 

yang selaras dengan kaidah/kode etik dan 

kebiasaan yang selanjutnya menuju ke arah 

legitimasi serta support dari organisasi ek-

sternal (Ahyaruddin & Akbar, 2016). Teori 

ini menjelaskan bahwa organisasi memiliki 

kecenderungan ke arah homogenisasi, wa-

laupun pada mulanya mereka menunjuk-

kan sebuah keanekaragaman yang cukup 

signifikan. Pada teori ini organisasi akan 

cenderung untuk mencari cara baru yang 

lebih efisien dalam melakukan sesuatu un-

tuk mewujudkan tujuan organisasi. Selain 

itu, organisasi dianggap sebagai suatu 

kesatuan yang terdiri dari sumberdaya, 

peraturan, dan sistem yang menyediakan 

produk atau layanan. Pada akhirnya organ-

isasi akan menghasilkan kekuasaan, kese-

jahteraan, dan legitimasi (Dimaggio & Pow-

ell, 1983). 

 

Akuntabilitas 

Terminologi akuntabilitas dapat diungkap-

kan definisinya dalam berbagai sudut pan-

dang sehingga sering terjadi perubahan 

yang setara dengan latar belakang/kondisi 

masing-masing (Ahyaruddin & Akbar, 

2017). Dalam bidang organisasi sektor pub-

lik, akuntabilitas mengharuskan pemerin-

tah untuk menjelaskan yang logis dan te-

pat terkait tentang asal usul dan alokasi 

sumber daya kepada publik. Akutabilitas 

dalam kondisi saat ini berhubungan 

dengan pengamatan dan juga pengendalian 

perilaku pemerintah, defensive pem-

bangunan, sentralisasi kekuasaan, serta 

meningkatkan kemampuan dalam mewu-

judkan efektivitas administrasi publik 

(Iyoha & Oyerinde, 2010).  

Ada dua jenis akuntabilitas dalam 

sistem pemerintahan konstitusional yaitu 

akuntabilitas internal dan akuntabilitas ek-

sternal. Akuntabilitas internal ialah model 

akuntabilitas secara langsung dari segi 

pelaporan yang dilakukan oleh tingkat 

bawahan pada tingkat atasan yang me-

megang kekuasaan. Sedangkan akuntabili-

tas eksternal adalah model akuntabilitas 

secara tidak langsung yang implikasi 

pelaporannya pada pihak di luar organisasi 

(Akbar et al., 2012).  

 

Transparansi 

Transparansi merupakan upaya yang dil-

akukan secara sadar (sengaja) untuk mem-

berikan seluruh informasi yang dapat 

dipublikasikan secara sah/legal baik positif 

ataupun negatif dengan akuntabel, on time, 

selaras, dan eksplisit. Transparansi ber-

tujuan untuk menambah kapasitas daya 

pikir logis masyarakat luas dan menjaga 
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tanggung jawab organisasi terkait dengan 

aktivitas, kebijakan, dan aplikasinya (Ridha 

& Basuki, 2012). Peraturan terkait dengan 

transparansi terdapat dalam Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) 

yang mengatur mengenai pengelolaan in-

formasi publik pada badan publik (Muhtar, 

Putro & Sutaryo, 2017). Transparansi yang 

diterapkan pada organisasi sektor publik 

diharapkan mampu menurunkan informasi 

asimetris antara pihak di dalam organisasi 

(manajemen) dan pihak di luar organisasi 

(masyarakat) (Ridha & Basuki, 2012).  

 

Komitmen Manajemen 

Komitmen manajemen dapat dikatakan se-

bagai tingkat emosional yang berhubungan 

erat dengan loyalitas pada setiap individu 

pada anggota kelompok untuk memberikan 

gagasan, ide dan responsibilitas dalam 

rangka mencapai visi, misi, dan value or-

ganisasi (Primarisanti & Akbar, 2015). Ter-

wujudkan organisasi yang akuntabel dan 

transparan apabila memiliki support dan 

komitmen yang kuat dari seluruh anggota 

baik dari tingkat bawah, tingkat menengah 

maupun tingkat atas. Sholihin & Pike (2009) 

menjelaskan bahwa komitmen manajemen 

atau organisasi mempunyai karakteristik 

yang penting yaitu adanya keyakinan yang 

kuat terkait penerimaan value dan tujuan 

organisasi, serta suatu kemauan yang 

tangguh untuk menjalankan kegiatan se-

bagai bagian organisasi. 

 

Regulasi 

Menurut Bastian (2010) regulasi publik 

ialah suatu ketetapan yang telah diten-

tukan yang harus dijalankan dan ditaati 

oleh organisasi publik dalam melaksanakan 

setiap aktivitas pengelolaan organisasinya. 

Regulasi publik berlaku untuk organisasi 

pusat dan daerah, partai politik, yayasan, 

LSM, organisasi keagamaan, ataupun organ-

isasi sosial lainnya. 

Teori kelembagaan menjelaskan bah-

wa organisasi memiliki faktor yang berkai-

tan dengan keberhasilan implementasi 

reformasi di instansi pemerintah yaitu reg-

ulasi (atau mandat dewan legislatif) 

(Brignall & Modell, 2000). Akuntabilitas in-

ternal dan eksternal terhadap mandat de-

wan legislatif memiliki hubungan yang pos-

itif (Akbar et al., 2012). Dalam organisasi 

sektor publik di Indonesia, regulasi atau 

peraturan memiliki keterkaitan dengan 

mandat dewan legislatif. Seluruh organisasi 

pemerintah berkewajiban untuk mengikuti 

setiap peraturan dan undang-undang yang 

ditetapkan oleh pemerintah sehingga da-

lam konteks ini regulasi bersifat memaksa 

setiap organisasi agar mematuhi dan 

mengimplementasikannya (Ahyaruddin & 

Akbar, 2017). 

 

Pengembangan Hipotesis 

Komitmen manajemen dapat dikatakan se-

bagai tingkat emosional yang berhubungan 

erat dengan loyalitas individu atau anggota 

kelompok untuk mencurahkan  gagasan, 

perhatian, dan ide guna mencapai tujuan 

organisasi (Primarisanti & Akbar, 2015). 

Terwujudnya organisasi yang akuntabel 

dan transparan apabila memiliki support 

dan komitmen yang kuat dari seluruh ang-

gota organisasi dari semua level baik 

bawah maupun atas. Anggota organisasi 

yang memiliki komitmen manajemen seha-

rusnya mempunyai keyakinan dan kemau-

an menjalankan pekerjaannya untuk organ-

isasi (Porter, Steers & Mowday, 1974; 

Sholihin & Pike, 2009).  

Hasil dari penelitian terdahulu 

menyatakan bahwa komitmen manajemen 

mampu mendorong organisasi mencapai 

akuntabilitas dan transparansi. Cavalluzzo 

& KIttner (2004) merumuskan bahwa 

komitmen manajemen akan berdampak 

pada akuntabilitas kinerja. Sementara itu, 

riset lain oleh Akbar et al. (2012) menun-

jukkan bahwa komitmen manajemen 

berdampak pada akuntabilitas baik akunta-

bilitas internal maupun ekternal. Hasil yang 

sama dikemukakan oleh Primarisanti & Ak-

bar (2015) yang menjelaskan bahwa komit-

men manajemen berpengaruh pada akunta-

bilitas organisasi. Ridha & Basuki (2012); 

Pramita & Khikmah (2016) juga menya-

takan bahwa komitmen manajemen ber-

pengaruh terhadap transparansi pelaporan 

keuangan. Berdasarkan uraian di atas maka 

dirumuskan hipotesis yaitu:  

H1a: Komitmen manajemen berpengaruh 

signifikan terhadap transparansi  

H1b: Komitmen manajemen berpengaruh 
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signifikan terhadap akuntabilitas 

Teori kelembagaan mengungkapkan 

bahwa regulasi (atau mandat dewan legis-

latif) merupakan faktor penting bagi 

pemerintah dalam melakukan reformasi 

(Brignall & Modell, 2000). Dalam organisasi 

sektor publik di Indonesia, regulasi atau 

peraturan memiliki keterkaitan dengan 

mandat dewan legislatif. Akuntabilitas in-

ternal dan eksternal terhadap mandat de-

wan legislatif memiliki hubungan yang pos-

itif (Akbar et al., 2012).  

Landasan dasar aparat pemerintah 

dalam menjalankan pekerjaannya dapat 

dikatakan sebagai regulasi atau peraturan 

yang memiliki dampak pada akuntabilitas 

dan kinerja pemerintah (Ahyaruddin & Ak-

bar, 2017). Penelitian lain mengungkapkan 

bahwa regulasi atau  peraturan sebagai sa-

lah satu nilai utama dalam pemrakarsa sua-

tu perubahan (Talbot & Business, 2008). 

Pemerintah telah diwajibkan untuk mem-

berikan keterbukaan informasi pada publik 

agar tercipta transparansi informasi kepa-

da masyarakat mengenai penyelenggaraan 

negara oleh pemerintah (Nurdiansyah, 

2016). Oleh karena itu, dapat dikatakan 

bahwa peraturan pemerintah atau regulasi 

dapat dianggap sebagai salah satu bagian 

penting untuk keberhasilan perubahan 

terkait dengan pelaksanaan akuntabilitas 

dan transparansi instansi pemerintah. Ber-

dasarkan uraian di atas, yang menjadi per-

tanyaan berikutnya yaitu apakah regulasi 

akan berdampak pada transparansi dan 

akuntabilitas? Sehinga dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H2a: Regulasi berpengaruh signifikan ter-

hadap transparansi 

H2b: Regulasi berpengaruh signifikan ter-

hadap akuntabilitas 

Stiglitz  (1999) mengatakan bahwa 

transparansi dan akuntabilitas sebagai hak 

yang mendarah daging pada setiap manu-

sia. Tranparansi dan akuntabilitas merupa-

kan bagian dari prinsip-prinsip good gov-

ernance yang saling berhubungan satu 

dengan yang lainnya, kedua prinsip ini 

memiliki keterkaitan satu dengan yang lain 

sehingga sangat sulit untuk dipisahkan 

(Rigian & Sari, 2019). Apabila transparansi 

dan akuntabilitas dapat dilaksanakan 

dengan baik sesuai dengan kewajiban 

pemerintah dan hak yang harus diperoleh 

masyarakat luas maka akan memengaruhi 

tingkat kepercayaan masyarakat. Ke-

percayaan masyarakat yang semakin tinggi 

akan mendorong pemerintah untuk berki-

nerja semakin baik. Adanya transparansi 

dan akuntabilitas yang dilakukan secara 

baik oleh instansi pemerintah maka keadi-

lan pada pelayanan sektor publik dapat 

dicapai (Pratolo, 2008). Oleh karena itu per-

tanyaan yang perlu dijawab adalah apakah 

transparansi akan berdampak pada akunta-

bilitas? Sehingga diajukan hipotesis beri-

kut: 

H3:
 
Transparansi berhubungan signifikan 

terhadap akuntabilitas 

 

METODE PENELITIAN 

Data dan sampel 

Penelitian ini merupakan pengembangan 

dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini 

memperbaiki metode dari beberapa riset 

sebelumnya yaitu Noprizal et al. (2017); 

Pramita & Khikmah (2016); Ridha & Basuki 

(2012); Sihaloho & Supriono, (2013) dengan 

memperluas obyek dan memperbesar sam-

pel penelitian karena ukuran sampel ber-

pengaruh pada generalisasi hasil penelitian 

(Cherkassy et al., 1999). Penelitian ini men-

guji pengaruh antarvariabel secara simul-

tan menggunakan model struktural 

(Structural Equation Model) dengan Partial 

Least Square (PLS). Analisis struktural 

digunakan untuk memperbaiki kelemahan 

pada data termasuk adanya multikoleniari-

tas sehingga dapat memperlihatkan hub-

ungan antarvariabel secara nyata (Hartono, 

2011). 

Populasi penelitian ini yaitu pegawai 

pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

pada setiap kabupaten/kota yang men-

cakup Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, 

Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, 

dan Kabupaten Gunungkidul. Total SKPD 

dalam penelitian ini sebanyak 135 SKPD di 

DIY karena keterbatasan jumlah responden 

yang tidak diketahui sehingga jumlah 

kuesioner yang disebar sesuai dengan per-

mintaan di setiap SKPD dengan total 

kuesioner yang tersebar sebanyak 250 

kuesioner. Setelah beberapa waktu kuesion-

er yang kembali hanya sebanyak 175 

kuesioner dan hanya 120 kuesioner yang 
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dapat digunakan. Penelitian ini 

menggunakan data primer dan teknik 

pengambilan sampel menggunakan metode 

purposive sampling dengan kriteria terten-

tu (Budiarto, 2019). Kriteria yang 

digunakan adalah Pertama, Pegawai dengan 

tingkat  pendidikan minimal SMA. Kedua, 

Pejabat eselon II sampai IV, Ketiga, Pengala-

man kerja diposisi saat ini minimal 1 (satu) 

tahun. 

Pejabat eselon II sampai IV yang telah 

bekerja/menjabat selama 1 (satu) tahun 

atau lebih di SKPD sehingga dipandang 

lebih memiliki pengetahuan terhadap iklim 

serta kondisi yang ada pada lingkungan di 

SKPD serta dapat berpartisipasi secara 

langsung dalam pengambilan keputusan 

dan kesimpulan.  

 

Definisi Operasi dan Pengukuran Variabel 

Akuntabilitas merupakan suatu pemberian 

informasi pengungkapan (disclosure) atas 

kegiatan keuangan sehingga pelaporan keu-

angan yang akan dipertanggungjawabkan 

kepada pihak berkepentingan mendapat-

kan kepercayaan. Akuntabilitas pemerintah 

daerah merupakan bentuk keberhasilan 

maupun kegagalan atas pengelolaan keu-

angan pemerintah daerah (Ichlas, Basri, & 

Arfan, 2014).  

Menurut Akbar et al. (2012)  akunta-

bilitas dibagi menjadi dua jenis yaitu 

akuntabilitas internal dan akuntabilitas ek-

sternal. Akuntabilitas internal ialah model 

akuntabilitas secara langsung dari segi 

pelaporan yang dilakukan oleh tingkat 

bawahan pada tingkat atasan yang me-

megang kekuasaan. Pengukuran akuntabili-

tas internal menggunakan 3 indikator yaitu 

Tingkat tanggung jawab atas hasil kegiatan, 

Menerima pengakuan positif untuk mem-

bantu pemerintahan daerah mencapai 

tujuan strategis dan Laporan individu 

berkaitan dengan laporan ulasan secara 

berkala pada hasil kegiatan. 

Akuntabilitas eksternal ialah model 

akuntabilitas secara tidak langsung yang 

implikasi laporannya pada pihak di luar 

organisasi. Pengukuran akuntabilitas ek-

sternal menggunakan 8 indikator yang ter-

dapat dalam Akbar et al. (2012). 

Transparansi merupakan konsep 

yang cukup luas yang memiliki hubungan 

dengan tersedianya informasi, mudah dan 

dapat diakses dengan baik, dan selalu 

dapat digunakan kapanpun oleh stakehold-

er (Filipe, Esteves, & Tejedo-romero, 2016). 

Pengukuran transparansi diukur dengan 

menggunakan 5 indikator menurut Ridha & 

Basuki (2012) yang terdiri dari: Menyam-

paikan informasi positif dalam laporan 

keuangan, Menyampaikan informasi negatif 

dalam laporan keuangan, Laporan keu-

angan yang akurat dan tepat waktu, Infor-

masi keuangan mengenai input, output dan 

outcome secara terbuka dan akses kepada 

pemangku kepentingan. 

Komitmen manajemen merupakan 

tingkat emosional yang berhubungan erat 

dengan loyalitas individu untuk membantu 

organisasi mencapai tujuan (Primarisanti & 

Akbar, 2015). Pengukuran komitmen mana-

jemen menggunakan 4 indikator menurut 

Nurkhamid (2008) adalah Pertama, Komit-

men organisasi dalam menggunakan sum-

ber daya yaitu anggota organisasi dan sum-

ber daya finansial. Kedua, Adanya staf yang 

bertugas melakukan evaluasi pada kinerja 

dan program organisasi. Ketiga, mem-

peroleh data yang relevan. Keempat, mem-

peroleh data yang reliabel untuk menilai 

kinerja organisasi.   

Teori kelembagaan organisasi me-

miliki faktor yang berkaitan dengan keber-

hasilan implementasi reformasi di instansi 

pemerintah yaitu regulasi atau mandat de-

wan legislatif (Brignall & Modell, 2000). In-

dikator yang digunakan untuk mengukur 

mandat legislatif/regulasi menurut Akbar 

et al. (2012) yaitu keterlibatan dalam upaya 

pemerintahan daerah menerapkan LAKIP 

dan keterlibatan staf dalam upaya 

pemerintah daerah menerapkan LAKIP. 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dilakukan dengan survei yaitu 

dengan membagikan daftar pertanyaan 

atau kuesioner kepada responden. 

Penelitian ini dilakukan pada SKPD kabu-

paten/kota di DIY. Jumlah responden yang 

ada sebanyak 120 responden yang men-

cakup pejabat eselon II, eselon III, dan 

eselon IV dari lima kabupaten/kota di DIY. 

Gambaran secara rinci untuk 120 kuesioner 

yang terkumpul dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Gambar 1 merupakan hasil analisis 

outer model yang menunjukkan bahwa 

sebanyak 24 instrumen pengukuran dari 

keseluruhan variabel memiliki nilai ≥ 0.5 

maka instrumen pengukuran yang 

digunakan dinyatakan valid.  

Uji kualitas model pengukuran dil-

akukan dengan menggunakan uji validitas 

konvergen, uji validitas diskriminan, dan 

uji reliabilitas. Sebuah indikator akan me-

menuhi validitas konvergen jika indikator 

memiliki nilai outer loading > 0.5 sehingga 

seluruh instrumen dapat dinyatakan valid 

dan layak untuk dilakukan analisis lebih 

lanjut (Tabel 2, 3, 4, 5 terlampir).  

Tabel 1. 
Deskripsi Responden 

  
Daerah 

Total 
Sleman Yogyakarta Bantul Gunung Kidul Kulon Progo 

Jumlah SKPD 35 24 23 20 18 120 

Jenis 

Kelamin 

Laki-laki 18 10 16 9 10 63 

Perempuan 17 14 7 11 8 57 

Total 35 24 23 20 18 120 

Jabatan 

Eselon II 3 - - - 2 5 

Eselon II 9 3 6 8 9 35 

Eselon IV 23 21 17 12 7 80 

Total 35 24 23 20 18 120 

Kelompok 

Umur 

<30 - - - - 1 1 

30-40 4 7 2 3 2 18 

41-50 17 12 14 10 6 59 

>50 14 5 7 7 9 42 

Total 35 24 23 20 18 120 
Tingkat 

Pendidikan 
Diploma 2 1 1 2 - 6 

Sarjana 19 11 13 11 7 61 

Master 14 12 9 7 11 53 

Total 35 24 23 20 18 120 

Jurusan 

Pendidikan 

Akuntansi 4 3 3 2 - 12 
Lainnya 31 21 20 18 18 108 

Total 35 24 23 20 18 120 

Pengalaman 

Kerja di 

posisi saat 

ini 

<2 12 6 8 7 9 42 

2-5 11 11 7 4 6 39 

6-10 6 4 5 4 2 21 

11-15 1 1 2 4 - 8 

>15 5 2 1 1 1 10 

Total 35 24 23 20 18 120 

Gambar 1.  
Output Analisis Model Smart PLS 
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Tabel 6 menunjukkan hasil uji validi-

tas diskriminan yang dapat dilihat dengan 

menggunakan nilai cross loading. Nilai 

cross loading yang lebih besar pada varia-

bel target menunjukkan bahwa variabel 

tersebut valid. Tabel 7 menunjukkan uji 

reliabilitas menggunakan cronbach’ alpha 

dengan nilai ≥ 0.7, composite reliability 

dengan nilai ≥ 0.7, dan pengujian validitas 

menggunakan AVE (Average Variance Ex-

tracted) dengan nilai ≥ 0.5. Uji model 

struktural (inner model) dapat dilihat 

dengan menggunakan koefisien determi-

nasi. Tabel 8 menunjukkan hasil R square 

untuk persamaan transparansi dan akunta-

bilitas. 

Pengujian hipotesis yaitu pengaruh 

komitmen manajemen dan mandat legis-

latif terhadap transparansi dan akuntabili-

tas menggunakan teknik bootsrapping. 

Hasil analisis teknik bootstrapping dinya-

takan diterima apabila tingkat signifikan (p 

value) < 5% dan nilai t statistik > 1.96.  

Berdasarkan hasil pengujian hipote-

sis pertama (H1a) dapat dibuktikan bahwa 

komitmen manajemen berpengaruh ter-

hadap transparansi. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan yang dilakukan oleh Ridha & 

Basuki (2012) yang mengemukakan bahwa 

komitmen manajemen yang kuat akan 

dapat meningkatkan transparansi pelapo-

ran keuangan yang ada di dalam organisasi 

Tabel 6. 
 Nilai Cross Loading 

Variabel Indikator 
Komitmen  
Manajemen 

Mandat 
Legislatif 

Akuntabilitas Transparansi 

Komitmen 
manajemen 

X1.1 0.716 0.370 0.474 0.417 

X1.2 0.796 0.359 0.480 0.537 

X1.3 0.687 0.161 0.414 0.345 

X1.4 0.768 0.231 0.374 0.355 

X1.5 0.795 0.451 0.612 0.532 

X1.6 0.604 0.342 0.395 0.313 

Mandat  
legislatif 

X2.1 0.429 0.942 0.516 0.601 

X2.2 0.415 0.931 0.484 0.550 

Transparansi 

Y1.1 0.544 0.505 0.683 0.573 

Y1.2 0.561 0.331 0.654 0.482 

Y1.3 0.546 0.321 0.688 0.526 

Y1.4 0.357 0.446 0.717 0.541 

Y1.5 0.474 0.553 0.858 0.637 

Y1.6 0.474 0.500 0.874 0.569 

Y1.7 0.460 0.470 0.880 0.606 

Y1.8 0.530 0.504 0.871 0.661 

Y1.9 0.596 0.330 0.840 0.597 

Y1.10 0.556 0.370 0.820 0.529 

Y1.11 0.430 0.248 0.719 0.439 

Akuntabilitas 

Y2.1 0.602 0.579 0.632 0.880 

Y2.2 0.424 0.514 0.660 0.818 

Y2.3 0.409 0.458 0.449 0.695 

Y2.4 0.496 0.448 0.521 0.825 

Y2.5 0.442 0.490 0.634 0.836 

Tabel 7. 
Construct Reability and Validity 

  
Cronbach’s Al-

pha 
Rho_A Composite Reliability AVE 

Komitmen Manajemen 0.825 0.842 0.872 0.534 

Mandat Legislatif 0.860 0.864 0.935 0.877 

Akuntabilitas 0.937 0.940 0.946 0.619 

Transparansi 0.871 0.881 0.907 0.661 
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guna mencapai tujuan atau target yang te-

lah ditentukan organisasi. Semakin tinggi 

komitmen anggota organisasi maka infor-

masi akan lebih terbuka dan pelayanan 

kepada masyarakat akan menjadi lebih 

baik (Pradita, Hartono & Firdausi, 2019).  

Hasil analisis pada hipotesis pertama 

(H1b) membuktikan bahwa komitmen ma-

najemen berpengaruh signifikan terhadap 

akuntabilitas. Organisasi yang memiliki 

komitmen manajemen, baik dari pimpinan 

maupun bawahan akan cenderung memiliki 

kinerja yang lebih baik sehingga akuntabili-

tas organisasi akan terjamin. Komitmen 

manajemen merupakan salah satu faktor 

penting yang dapat meningkatkan akunta-

bilitas kinerja suatu organisasi. Seperti im-

plementasi new public management (NPM) 

pada instansi pemerintah. Pemerintah 

meyakini bahwa NPM akan meningkatkan 

efisiensi dan mempercepat respon kepada 

masyarakat yang pada akhirnya akan 

meningkatkan akuntabilitas (Primarisanti & 

Akbar 2015; Ahyaruddin & Akbar, 2017). 

Hasil pengujian hipotesis kedua (H2a) 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

regulasi terhadap transparansi. Febrianan-

ingsih (2012) dalam penelitiannya menya-

takan bahwa regulasi dalam bentuk UU KIP 

dapat mendukung transparansi pada in-

stansi pemerintah. Pengujian hipotesis ini 

menunjukkan bahwa regulasi yang ada di 

instansi pemerintah dapat mendorong ter-

wujudnya transparansi. Tranparansi 

pelaporan yang dilakukan oleh SKPD  harus 

dapat mencerminkan seluruh informasi 

yang dipublikasikan secara sah secara 

hukum baik itu positif atau bahkan negatif. 

Transparansi juga mencakup informasi 

yang tepat waktu agar dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat luas dan sebagai 

responsibilitas SKPD atas segala aktivitas 

dalam melayani masyarakat (Ridha & Basu-

ki, 2012).  

Pengujian hipotesis kedua (H2b) 

menunjukkan bahwa regulasi tidak ber-

pengaruh terhadap akuntabilitas. Adanya 

regulasi dapat mengakibatkan munculnya 

implementasi berbagai kebijakan di organ-

isasi yang hanya bersifat formalitas untuk 

memperoleh legimitasi.  Seluruh organisasi 

pemerintah berkewajiban untuk mentaati 

setiap peraturan dan perundang-undangan 

yang berlaku sehingga dalam konteks ini 

regulasi bersifat mengharuskan/ memaksa 

setiap organisasi agar mematuhi dan 

melaksanakannya (Ahyaruddin & Akbar, 

2017). Hasil pengujian rata-rata sampel pa-

da Tabel 9 juga menunjukkan bahwa varia-

bel regulasi memiliki nilai paling rendah. 

Hasil ini membuktikan bahwa keterlibatan 

dalam penyusunan LAKIP yang digunakan 

sebagai indikator untuk mengukur akunta-

bilitas masih belum optimal. Akuntabilitas 

pada organisasi pemerintah masih belum 

nyata karena regulasi yang ada hanya 

digunakan untuk kepentingan formal. 

Laporan akuntabilitas yang disajikan oleh 

pemerintah daerah hanya sebagai alat 

menggugurkan kewajiban sehingga masih 

bersifat semu (Nurkhamid 2008). 

Pengujian hipotesis ketiga dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa trans-

paransi berpengaruh signifikan terhadap 

akuntabilitas. Transparansi dan akuntabili-

tas merupakan  satu kesatuan yang saling 

terkait dan mempengaruhi. Tanpa trans-

paransi maka akuntabilitas akan sulit ter-

Tabel 8. 
Nilai R Square 

Model  
Persamaan 

R Square Adj R Square 

Akuntabilitas 0.596 0.585 

Transparansi 0.499 0.490 

Tabel 9. 
Pengujian Hipotesis 

  Original 
Sample 

Sample Mean S. Dev. t Statistic P Value 

Komitmen Manajemen → Transparansi 0.389 0.394 0.091 4.272 0.000** 

Komitmen Manajemen → Akuntabilitas 0.320 0.333 0.090 3.566 0.000** 

Regulasi → Transparansi 0.440 0.442 0.087 5.028 0.000** 

Regulasi → Akuntabilitas 0.103 0.103 0.094 1.089  0.277 

Transaparansi→ Akuntabilitas 0.468 0.461 0.093 5.024 0.000** 
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wujud (www.undp.org). Dengan trans-

paransi dan akuntabilitas yang dilakukan 

secara nyata maka pemerataan dan keadi-

lan pada pelayanan sektor publik dapat 

tercapai (Pratolo, 2008). Lebih jauh Akbar 

(2018) menjelaskan bahwa berkaitan 

dengan pengukuran kinerja dan akuntabili-

tas, pengelolaan organisasi sektor publik 

harus dilakukan dengan optimal dan trans-

paran sehingga efektivitas layanan pada 

masyakarat dapat terwujud. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dapat 

disimpulkan bahwa komitmen manajemen 

berpengaruh signifikan terhadap akuntabil-

itas dan transparansi. Regulasi ber-

pengaruh signifikan terhadap transparansi, 

namun tidak berpengaruh pada akuntabili-

tas.  

 

KETERBATASAN DAN SARAN 

Penelitian ini hanya mencakup pada organi-

sasi sektor publik di DIY yang membatasi 

ruang lingkup pada dinas dan badan di 

SKPD. Untuk penelitian selanjutnya di-

harapkan dapat memperluas sampel dan 

populasi tidak hanya terbatas dalam satu 

lingkup SKPD tetapi juga pada organisasi 

sektor publik lainnya yang memberikan 

pelayanan terhadap masyarakat luas seper-

ti puskesmas, rumah sakit, dan instansi 

pendidikan, karena semakin banyak sampel 

maka semakin baik hasil penelitian (Alwi, 

2015). Penelitian selanjutnya juga disarank-

an untuk menggunakan berbagai penger-

tian dimensi akuntabilitas, yang diutarakan 

dalam penelitian (Sinclair, 1995).  
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LAMPIRAN  

Tabel 2. 
Nilai Outer Loading Komitmen Manajemen 

No Pertanyaan 
Outer  

Loading 

1. Atasan memiliki komitmen untuk keberhasilan suatu kegiatan 0.716 

2. Atasan mencurahkan semua sumber daya untuk mengukur kinerja 0.796 

3. Atasan memberikan tugas bawahan untuk mengevaluasi setiap kegiatan 0.687 

4. 
Atasan memberikan tugas pada unit keja untuk mengevaluasi setiap 
kegiatan 

0.768 

5. 
Organisasi memiliki data akurat dan dapat dipercaya yang bisa 
digunakan untuk pengukuran kinerja 

0.795 

6. 
Organisasi memakai kriteria/pembanding yang sesuai guna menganalisis 
kinerja organisasi 

0.604 

Tabel 3. 
Nilai Outer Loading Mandat Legislatif (Regulasi) 

No Pertanyaan Outer Loading 

1. Saya terlibat dalam upaya menerapkan LAKIP 0.942 

2. Staf saya terlibat dalam upaya menerapkan LAKIP 0.931 

Tabel 4. 
Nilai Outer Loading Akuntabilitas 

No
. 

Pernyataan Outer Loading 

Akuntabilitas Internal 

1. Atasan dan bawahan selalu mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan 0.683 

2. Staf menerima pujian atas keberhasilan mencapai tujuan organisasi 0.654 

3. Atasan dan bawahan berperan dalam menilai keberhasilan program 0.688 

Akuntabilitas eksternal 

Organisasi (SKPD) menginformasikan kepada masyarakat, pejabat terpilih (anggota DPRD), 
maupun kelompok bisnis/swasta mengenai …... 

4. Prioritas program atau kegiatan 0.717 

5. Tujuan dan sasaran program 0.858 

6. Manfaat kegiatan 0.874 

7. Ukuran-ukuran output program 0.880 

8. Ukuran-ukuran hasil (outcome) program 0.871 

9. Informasi keberhaasilan dan penjelasan kegiatan 0.840 

10
. 

Rekam jejak ukuran keberhasilan 0.820 

11
. 

Benchmaking untuk ukuran keberhasilan 0.719 

Tabel 5. 
Nilai Outer Loading Transparansi 

No
. 

Pernyataan Outer Loading 

1. Memberikan informasi kesuksesan organisasi pada laporan keuangan 0.880 

2. 
Memberikan informasi tentang kegagalan organisasi dalam laporan 
keuangan 

0.818 

3. Menyajikan laporan keuangan yang handal 0.695 

4. 
Menyajikan informasi finansial yang transparan tentang masukan dan 
luaran dan hasil 

0.825 

5. Memberikan akses pada masyarakat atas laporan keuangan 0.836 
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DATA RESPONDEN: 

Silakan isi atau cheklist pada kotak yang tersedia sesuai dengan data diri Bapak/Ibu/

Saudara/i Responden. 

Kabupaten/Kota : □ Sleman      □ Yogyakarta  □ Bantul     

   □ Gunungkidul  □ Kulon Progo 

Nama Instansi/SKPD : ___________________________________ 

Jabatan : □ Eselon II        □ Eselon III    □ Eselon IV 

Jenis Kelamin : □ Laki-laki     □ Perempuan     

Umur : □ ≤ 30   □ 31 – 40   □ 41 – 50   □ > 50 

Tingkat Pendidikan : □ SMA        □ Diploma    □ Sarjana   

   □ Master       □ Doktor 

Jurusan Pendidikan : □ Akuntansi 

   □ Lainnya (sebutkan) : _________________ 

Pengalaman Kerja di Pemerintahan : □ < 2   □ 2 – 5   □ 6 – 10   □ 11 – 15   □ > 15 

Pengalaman Kerja di posisi saat ini : □ < 2   □ 2 – 5   □ 6 – 10   □ 11 – 15   □ > 15 

 

Petunjuk Pengisian:   

1. Mohon dengan hormat, bantuan, dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menja-

wab seluruh pertanyaan dalam kuesioner ini.   

2. Beri tanda centang (√) pertanyaan berikut yang sesuai dengan keadaan yang 

sesungguhnya pada kolom yang tersedia.  

3. Ada 5 (lima) pilihan jawaban yang tersedia untuk masing–masing pertanyaan, yaitu: 

1. Sangat Tidak Setuju 

2. Tidak Setuju 

3. Ragu-Ragu 

4. Setuju 

5. Sangat Setuju 

 
1. Komitmen manajemen 

No. Pernyataan 1 2 3 4 5 

1 Pimpinan selalu menunjukkan komitmen yang kuat untuk 
mencapai hasil suatu program/kegiatan/proyek 

          

2 Pimpinan selalu mengalokasikan sumber daya yang ada   
seperti dana, SDM, dan waktu untuk digunakan dalam      
pengukuran kinerja 

          

3 Pimpinan selalu menugaskan stafnya untuk mengevaluasi 
programnya 

          

4 Pimpinan selalu menugaskan masing-masing unit kerjanya 
untuk mengevaluasi kinerja programnya 

          

5 Organisasi selalu mengumpulkan data yang akurat dan dapat 
dipercaya untuk digunakan dalam pengukuran kinerja 

          

6 Organisasi selalu menggunakan kriteria atau pembanding 
(benchmark) yang tepat untuk mengevaluasi kinerja          
organisasi 
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2. Mandat Legislatif (Regulasi) 

3. Akuntabilitas  

4. Transparansi 

Anda telah menyusun laporan keuangan, seluas mana Anda menerapkan transparansi 

pelaporan keuangan? 

No. Pernyataan 1 2 3 4 5 

1 
Saya terlibat dalam upaya pemerintah daerah menerapkan 
LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) 

          

2 

Staf saya terlibat dalam upaya pemerintah daerah menerap-
kan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah) 

          

No. Pernyataan 1 2 3 4 5 

Akuntabilitas Internal 

1 

Pimpinan dan staf selalu mempertanggungjawabkan 
(accountable) hasil dari suatu program/kegiatan/proyek 
yang telah dilakukan 

          

2 
Pegawai/karyawan selalu menerima pengakuan positif atas 
perannya dalam pencapaian tujuan strategis organisasi 

          

3 
Pimpinan dan staf selalu terlibat bersama-sama dalam men-
gevaluasi hasil suatu program/kegiatan/proyek 

          

Akuntabilitas eksternal 

Organisasi (SKPD) menginformasikan kepada masyarakat, pejabat terpilih (anggota 
DPRD), maupun kelompok bisnis/swasta mengenai.... 

4 Prioritas kebijakan/tujuan umum organisasi           

5 Tujuan dan sasaran program           

6 Fungsi dan kegiatan program           

7 Ukuran-ukuran output program           

8 Ukuran-ukuran hasil (outcome) program           

9 Informasi kinerja narasi program           

10 Tren dari ukuran-ukuran kinerja           

11 Perbandingan ukuran-ukuran kinerja           

No Pernyataan 1 2 3 4 5 

1 
Menyampaikan informasi mengenai keberhasilan pencapaian 
SKPD dalam laporan keuangan 

          

2 
Menyampaikan informasi mengenai ketidakberhasilan pen-
capaian SKPD dalam laporan keuangan 

          

3 Menyediakan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu           

4 
Menyediakan informasi keuangan mengenai input, output, 
dan outcome secara terbuka 

          

5 
Menyediakan akses kepada pemangku kepentingan atas 
laporan keuangan 

          


